


berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya.
Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut
maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan
Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu
dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan
kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk
mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan paling  sedikit
mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan
wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan
Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja
setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada
setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat
Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan
Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk
tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan
besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang
efektif dan efisien.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota
dewan pada saat penyampaian pandangan umum,
fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses
pembahasan maupun sebelumnya telah banyak:
mendapat mas'kan/saran yang menurut kami
merupakan input yang positif dalam penyempurnaan
Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
dan  Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Kabupaten Rembang melalui Sidang Dewan yang
terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ
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NOMOR : 900 //974 2016
NOMOR : 900 /458/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan September Dua Ribu Enam Belas
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. GUNASIH,S.E.

3. H. BISRI CHOLIL LAQUF

4. SUMARSIH

. Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah yang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan
sehagaimana tertuang pada catatan terlampir herita acara ini



2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 14 Sebtember 2016

BUPATI REMBANG WAKH. KETUA DPRD KABUPATEN

H. ABDUL HAFIDZ

SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG |

a.bahwa untuk melaksanakan ketehtuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

b.bahwa untuk maksud tersebut * pada huruf a perlu
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang |

Dewan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Lingkungan Propinsi Jawa Tengal::

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perunda 1g-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 . Tauhun 2014

tentang
dalam

tentang

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah heberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 téntang P-merintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2016

tentang
Perangkat Dacrah:
6. Peraturan Dewan Perwakilan K kvat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib



Dewan Perwakilan Rakyat Daeirah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 14 September
2016.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewi1 Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang. tanggal 14 September
2016.

Menetapkan:
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Pembicaraan-pembicaraan d: am rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerih Kabupaten Rembang
tanggal 14 September 2016

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana terlampir .

Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Ke¢putusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

Keputusan ini mulai berlakuy sejak tangyzal ditetapkan .

Ditetapkian di Rembang
Pada tanggal.14 September 2016

Y PIERWARILAN RAKYAT DAERAH
KRRABUPATEN REMBANG
\akil Ketua,




Lampiran @ Keputusan DPPRD Kahupaten Rembang
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 11 September 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR..!%...TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Menimbang

Mengingat
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BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RliiMBANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG J

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Indang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 “whun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengali;

3. Undang-Undang Nomor 12 “ahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Per.ndang - undangan
(Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran  Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23! Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah lLembaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2<4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Norior 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ter tang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembeiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5%, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670):



<

Peraturan Pemerintah Nomorl& Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Nezara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T DAERAH KABU ’ATKN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG . PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten adalah :Pemf'rmtah Kabupaten

Rembang. |

. Bupati adalah Bupati Rembang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten
Rembang.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten
Rembang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, selunjutnya disebut LD,
adalah  unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan sebagian kegiatin teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penun ang tertentu perangkat
daerah induknya.

Unit Pelaksana Teknis Badar, selanjutnya disebut
UPTB, adalah unsur pelaksan: teknis Badan untuk
melaksanakan sebagian kegiatin  teknis  operasional
dan/atau kegiatan teknis penun ing tertentu perangkat
dacrah induknya. '



BAB 11
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang merupai.an Sekretarnat Daerah
Tipe B;

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Ty e I3

Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan {nsp:('l\'tor'nlt Tipe A;

b.

Dinas Daerah, terdiri atas;

1.

10.

11,

12.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga T.pe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 1»dang kepemudaan dan

olah raga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe B m" welenggarakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang » imwasata,

Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan; :

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan seluarga Berencana Tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bu.lang sosial dan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungsn anak dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administras kependudukan dan
pencatatan sipil; '

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa:

Satuan Polisi Pamong Praja  Tipe C menvelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  ketenteraman.  ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat sub urusan keten eraman dan ketertiban
umum dan sub urusan kebakaran:

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Koperisi dan Usaha Kecil dan
Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan, bidang
tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
dan bidang persandian:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 13 menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe ¢ menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
dan bidang pertanahan:



13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggaraka) urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

15. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan
pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;:

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C men_yelcnggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

urusan

Badan Daerah, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksan-ikan fungsi penunjang
kepegawaian;

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan den Aset Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te-din dari:

Kecamatan Rembang dengan Tipe A;
Kecamatan Kaliori dengan Tipe A;
Kecamatan Sumber dengan Tipe A;
Kecamatan Bulu dengan Tipe A;
Kecamatan Sulang dengan Tipe A;
Kecamatan Gunem dengan Tipe A;
Kecamatan Pamotan dengan Tipe A;
Kecamatan Pancur dengan Tipe A;
Kecamatan Lasem dengan Tipe A;
Kecamatan Sluke dengan i pe A,
Kecamatan Kragan dengan Tipe A;
Kecamatan Sarang dengan Tipe A;
Kecamatan Sedan dengan Tipe A;
Kecamatan Sale dengan Tipe A.

TR Mo 00 o
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Pasal 4

(1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian ‘tugas Camat Rembang

(2)

dibentuk Kelurahan.

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada avat (1) te-din atas:
a. Kelurahan Kutoharjo;

b. Kelurahan Leteh:

¢. Kelurahan Sidowayah:

d. Kelurahan Pacar:

Kelurahan Tanjungsari;

Kelurahan Magersari;

Kelurahan Gegunung Kulon.

R o



Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan. susunen : |
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan urit kerja di

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

organisasi, tugas dan
bawahnya

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisast PPerangkat LCaerah,

Bupati harus memperhatikan azas: .
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

a. ‘
b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daeriih;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
€. pembagian habis tugas:
f. rentang kendali:
g tata Kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.
BAB 111
PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTRH
Pasal 7

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibenty} UPTD / UPTB.

(2) UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud pada aya: (1) dibentuk untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis

pPenunjang tertenty perangkat daerah indukn ya.

Pasal 8

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD dj

bidang pendidikan berupa satuan pendidikan

-(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud par a ayat (1) berbentuk

satuan pendidikan formal dan nonformal.

(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada aat (1) berkedudukan dj

bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal O

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pas. | 7, terdapat UPTD dj
bidang kesehatan berupa rumah sakit umum «aerah dan puskesmas
sebagai unit organisasi bersifat fungsional (an trit lavanan yang bekerja

secara profesional.



(2) Dalam hal Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung
dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan

politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahay di bidang kesatuan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerak Kabupaten Rembang
sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno kab:ipaten Rembang yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugisnva sampai dengan
dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan.

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten K mbang yang terbentuk
dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampa dengan dibentuknya
perangkat daerah baru yang melaksanakan sub u'usan bencana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasall6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah im. j«jabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugainya sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 |
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerith, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1'.Januari 2017,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasall8
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, msf.ka
a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
12, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 90);



b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata h.erja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah kabiipaten Rembang Tahun
2012 Nomorl);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang orgarisasi perangkat daerah
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturennva dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarin Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPA™l REMBANG,

ABI. UL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENREMBANG. -
PROVINSI JAWA TENGAH : (  / ).



PENJIELASAN
ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN Ri-MBANG

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGK:’\T DAERAH

UMUM :

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah membawa perubahan yang signifikan ‘°rhaddp pembentukan
Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran'
(rightsizing) berdasarkan beban kerju yang sesuai lengan k.on‘ci131 nyata di
masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan
organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan
efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atds 5 (lima) elemen, yaitu
kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas
Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure) dan
staf pendukung (supportingstafj). :

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi intifoperating core) yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang
(technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu
kepala Daerah dalam melaksanakian fungsi mengatur dan mengurus
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungs nntifoperating core,).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Pe angkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarka:. pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kenda'i, tuta kerja yang jelas,
fleksibilitas, UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daer: h.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah
yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana. lan unsur penunjang.
Unsur staf diwadahi dalam secretariat Daerah lan sckretariat DPRD.
Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang disérahkan kepada Daerah
diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksina fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam -badan Daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fu st pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan i crah diwadahi dalam
inspektorat. :

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekrclaris HOPRD. dan Inspektur

bertanggungjawab kepada Kepala Dacrali el v Sekretaris Daerah.
Fungsi Sekretaris Dacrah daliun pertanggungiavaban tersebut sebagai
fungsi pengendalian  administrasi untuk  memvernihkasi  kebenaran
administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala
Dinas, Kepala Badan, Sekretiris DPRD, Inspekin Kepala Satuan Polisi

Pamong Praju kepuda Kepala Dacral, .
Dasar utama pembentukan Perangkat Dacral . viitu adanya urusan



pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah viing u-rd‘iri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintal-an Pilihan. Uru.san
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berka;tan
dengan pelayanan dasardan Urusan Pemerintahan vang tidak berkaitan
ngan pelayanan dasar. ,
o gBerdI;.sazkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemepntah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaien/Kota sebagaimana
dimuat dalam matriks pembagian urusan pewerintahm} kanuren,
Perangkat Daerah mengelola unsure manajemen vang meliputi sarana
dan prasarana, personil, metode kerja dan ,r.:-n_w!gnggaraan fungsi
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pg{aksanaan,
pengoordinasian, penganggaran, pengawasai, pgnehtlap dan
pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan imformasi sesual dengan
substansi urusan pemerintahannya. '

Pembentukan  Perangkat Daerah  mempertimbangkan  factor
keuangan, jumlah penduduk, kemampuen keuangan Daerah serta
besaran beban tugas sesuai yang diserahkan .cpada Daerah sebagai
mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Dacrah melalui Perangkat
Daerah. }

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga)
tipe, yaitu Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretai'at DPRD tipe B dan
Inspektorat tipe A, Dinas tipe A, Dinas tipe B, dz 1 Dinas tipe C, Badan
tipe A dan Badan tipe B. Penetapan tipe Perang-.at Daerah didasarkan
pada perhitungan jumlah nilai variable beban kerji. Variabel beban kerja
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angg rran pendapatan dan
belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan
variabel teknis yang merupakan beban utama derigan bobotsebesar 80%
(delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel! baik variabel umum
maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas! interval, dengan skala
nilai dari 200 sampai dengan 1.000. i

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelavanan dasar, agar
kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.Oleh karena
itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama
minimal tipe C.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang OOrganisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupiten Rembang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata korja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan ‘idak berlaku kecuali
perangkat daerah yang melaksanakan urusan j.cmerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik sampal dengan Zeraturan Perundang-
undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Uinum diundangkan dan
rumah sakit umum daerah tetap berlaku samnai dengan Peraturan
Perundang - undangan mengenai Organisasi dan Tata Hfubungan Kerja
Rumah Sakit Daerah diundangkan, sudah tidak sesual lagi, oleh karena itu
perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Peran;iikat Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud denpgan kalimat "Satuan Pendidikan”
merupakan pendidikan di sekolah ang diperoleh secara
teratur, sistematis, bertingkat. d. n dengan mengikuti
Syarat-syarat yang jelas.
Pasal8
Cukup jelas.
Pasal9
Cukup jelas.
Pasall0
~ Cukup jelas.
Pasal 11
Cukupjelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukupj elas.
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